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Setiap kali pemilukada digelar, selalu menghadirkan kelompok 
pemilih pemula pada setiap periode pelaksanaannya. Kriteria pemilih 
pemula berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah pada saat pemilihan 
maka kelompok ini di kategorikan sebagai pemilih pemula. Untuk konteks 
pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013 yang merupakan 
momentum dalam menentukan kepala daerah secara langsung. Terdapat 
kelompok pemilih pemula yang berjumlah sekitar 2.391 orang dari 23.052 
masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada 
pemilukada kabupaten pinrang tahun 2013. Kecenderungan kelompok 
pemilih pemula telah menganggap bahwa penggunaan hak pilih 
merupakan sesuatu yang begitu penting. Namun, terdapat kecenderungan 
mereka menggunakan pilihan politik berdasarkan pilihan para orang tua, 
teman sebaya, dan terkait erat dengan trend politikkaum muda yang 
identik dengan semangat reformis. Tujuan penelitian ini untuk 
menggambarkan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada 
pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Manfaat penelitian ini adalah 
sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji 
perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihan politiknya dalam 
pemilukada. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan dasar penelitian deskriptif analisis. Unit analisis 
penelitian  adalah individu yaitu pemilih pemula. Ada tiga pendekatan 
yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan 
pendekatan pilihan rasional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis pemilih 
pemula memilih karena adanya kesamaan daerah. Pendekatan psikologis, 
pemilih pemula menjatuhkan pilihannya berdasarkan ikatan emosional 
terhadap seorang kandidat. Dan pendekatan pilihan rasional, pemilih 
pemula memilih kandidat karena program yang ditawarkan serta 
keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh kandidat tersebut. 
Kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada 
pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013 lebih mengarah pada perilaku 
pemilih yang sosiologis. Pemilih pemula Kecamatan Duampanua dalam 
memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi latar belakang 
dari lingkungan keluarga mereka. Akibatnya preferensi pilihan orangtua 
dan anak cukup tinggi. Dari semua informan yang berhasil diwawancarai 
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A. Latar Belakang 
Proses Demokratisasi di indonesia ditandai lahirnya sistem 
multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang memiliki 
banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu terlihat dimanifestasikan melalui 
pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk 
memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku.  
Pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada dua 
kali pemilihan Presiden boleh terlaksana dengan aman, jujur dan 
adil.Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-
kandidat baik dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan 
kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya.Pasca 
reformasi tahun 1998 ini banyak mengalami perubahan mendasar yang 
terjadi dalam sistim ketatanegaraan Indonesia. Diantaranya Pemilu tahun 
1999 yang bersifat multipartai, dimana dibukanya kembali kesempatan 
untuk bergeraknya partai politik secara bebas termaksud mendirikan partai 
baru.1 Kemudian yang sangat signifikan lagi terjadi dalam Pemilu tahun 
2004 kemarin, selain multipartai, Pemilu 2004 yang lalu merupakan 
Pemilu pertama dimana rakyat memilih secara langsung wakil 
                                                          
1Miriam Budiardjo, 2010, Dasar – Dasar Ilmu Politik. Edisi revisi, 
Gramedia.Pustaka Utama Jakarta. Hlm 483 
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rakyatnya.Pemilihan umum di tahun 2004 itu tentulah merupakan 
pemilihan umum perdana yang memberikan kebebasan kepada rakyat 
untuk memilih secara langsung. 
Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip 
bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas 
politik. Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana rakyat pun diberi 
kesempatan untuk dapat memilih secara langsung Presiden dan wakilnya 
dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih. 
Pemilihan umum Presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistim 
dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang 
memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran 
kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan 
calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan 
suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran 
kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan 
dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah kemerataan 
dukungan suara di tingkat propinsi ataupun Kabupaten/kota. 
Hal demikian juga berdampak dalam proses pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diamanatkan UU NO. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini 
ditegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
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daerah dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan 
Presiden dalam pemilu 2004 yang lalu, sehingga tingkat keterlibatan 
publik dalam proses politik kenegaraan semakin lengkap. Di samping itu 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini juga 
merupakan sebuah peluang menciptakan pemerintahan daerah yang 
akuntabel. 
Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di 
Kabupaten Pinrang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Pinrang Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 18 september 2013 mulai 
pukul 08.00 WITA sampai selesai bersamaan dengan pemilihan 
dibeberapa kabupaten/kota lainnya yakni Pare-pare, Sidrap, Makassar, 
Jeneponto, Wajo, serta kabupaten Luwu. Dalam pemilukada di kabupaten 
Pinrang, ada dua tipologi dari enam pasangan calon. Pasangan calon 
perseorangan terdiri dari satu pasangan calon dan pasangan yang 
diusung partai politik terdiri dari lima pasang calon.  
Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dimenangkan 
oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Andi Aslam Patonangi dan Darwis 
Bastama atau disingkat A2P Berdarma. Pada pemilukada kabupaten 
Pinrang tahun 2013 lalu, basis suara A2P Berdarma berada di kecamatan 
Duampanua.Di kecamatan Duampanua pasangan Andi Aslam Patonangi 
dan Darwis Bastama memperoleh suara sebanyak 9.507 suara dari 
23.052 suara masyarakat yang ikut berpartisipasi. 
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Kemenangan Andi Aslam Patonangi-Darwis Bastama pada 
pemilukada tahun 2013 di kabupaten Pinrang, khususnya di kecamatan 
Duampanua ini dapat diduga karena faktor ketokohan pasangan Andi 
Aslam Patonangi dan Muhammad Darwis Bastama yang sudah dikenal 
oleh masyarakat luas di kecamatan Duampanua serta calon ini juga 
didukung oleh beberapaPartai besar, yaitu Partai Keadilan Sejaterah 
(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demorasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua partai 
kecil lainnya. 
Para pemilih merupakan rational voters yang mempunyai 
tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol 
yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri 
traditional voters yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari 
swinger voters yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan 
politiknya. Pemilih yang di dalamnya pemilih pemula merupakan pemilih 
yang potensial.Karena pemilih pemula adalah subjek partipasi dan bukan 
objek mobilisasi. Jika kita sandingkan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh lembaga riset pe-masaran Frontiers atas 2.500 pemilih 
pemula di lima kota besar di Indonesia mengungkapkan mereka condong 
memilih partai-partai besar.2 
Secara teoritik ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
seseorang dalam menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu.Menurut 
                                                          
2
 Mukti Sitompul, Perilaku Pemilih Pemula Tahun 2004(Studi Kasus Pada Mahasiswa USU Fisip, di 
akses sabtu 30/02/2014 
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Adman Nursal bahwa kualitas pemimpin merupakan salah satu faktor 
yang berpengaruh dalam keputusan memilih. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Pinrang, 
Jumlah pemilih Kabupaten Pinrang Tahun 2013 yang memiliki hak pilih 
sebanyak 244.280 orang yang tersebar di seluruh TPS. Dari jumlah 
pemilih tersebut pemilih pemula yang memiliki hak pilih lebih kurang 
6.515dari jumlah pemilih yang tersebar di 682 TPS yang ada di kabupaten 
Pinrang.Jumlah pemilih pemula tersebut tentunya membawa dampak 
yang berpengaruh pada kemenangan seorang kontestan atau calon. 
Dalam undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum 
disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali 
untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah 
menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan 
Pemilukada). Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap 
tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu 
sebelumnya.Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan 
keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namum mereka tetap 
melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. 
Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum 
memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka 
harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula 
sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi 
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politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik 
praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, 
membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih 
memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya 
dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, 
misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan 
organisasi underbow partai. 
Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih 
labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti 
kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam 
pemilihan umum.Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik 
biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa 
kenyamanan dalam diri mereka. 
Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, pertama, 
ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar 
berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara 
pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, 
termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. 
Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, 
sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka. 
Kedua, Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor 
yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa 
mempengaruhi informasi dan pendidikan politik.Teman sebaya dipercaya 
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tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga 
mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan 
perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman 
dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu 
menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif 
dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari 
bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak 
selalu menonton program yang berkaitan dengan politik). 
Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda 
dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan 
faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya jika 
ditinjau dari studi voting behaviors. Namun yang membedakan pemilih 
pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam 
menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam 
melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-rubah 
sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya. 
Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut 
andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula 
menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan 
masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan 
wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik 
maupun infrastruktur politik.Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi 
pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Indonesia. 
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Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan 
yang dilihat menurut Dennis Kavanagh dalam Mukti melalui buku-nya 
yang berjudul Political Science and Political Behavior,3 menyatakan 
terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan 
sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.  
Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal 
dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada, khususnya 
dikalangan pemilih pemula yang menjadi dasardalam menentukan 
tindakan politiknya. sehinggapendekatan ini dapat menjelaskan sebab dan 
arah perilaku pemilih pemula yang akan dibuktikan melalui penelitian ini. 
Dari fakta-fakta empirik tersebut yang juga didukung oleh aspek teoritik 
maka sangat menarik untuk mencermati kecenderungan perilaku politik 
pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau 
kandidat tertentu di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2013. Berdasarkan 
realitas diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis fenomena 
politik kabupaten Pinrang melalui penelitian yang berjudul:“Perilaku 
Pemilih Pemula Di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada 




                                                          
3
 Denis Kavanagh, Political Science and Political Behaviour (London: Allen and Unwin, 1983) 
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B. Rumusan Masalah 
Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 
pokok dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Perilaku Politik Pemilih Pemula Kecamatan 
Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013? 
2. Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih pemula di kecamatan 
Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon 
atau kandidat tertentu pada pemilukada kabupaten Pinrang tahun 
2013 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas tentang perilaku memilih 
masyarakat pada pemilukada, maka secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Menggambarkan dan menganalisis Bagaimana Perilaku Politik 
Pemilih Pemula Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013. 
2. Menggambarkan dan menganalisis kecenderungan perilaku pemilih 
pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya 
kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada 




a. Manfaat Penelitian 
 
a. Manfaat akademik 
1. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang 
ingin melihat perilaku pemilih pemula dalam pemilukada. 
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
3. Menjelaskan fenomena sosial politik yang ada. 
b. Manfaat praktis 
1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, dan 
sumbangan pemikiran dalam memperkokoh demokratisasi di 
berbagai daerah. 
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan 















Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Perilaku memilih. 
Berbicara tentang perilaku memilih terdapat tiga model untuk menganalisis 
perilaku pemilih, khususnya pemilih pemula yakni pendekatan sosiologis, 
psikologi sosial, dan pilihan rasional.ketiga model ini yang juga disebut 
pendekatan digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih, khususnya 
pemilih pemula yang juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang 
berlangsung. 
A. Konsep Perilaku Politik 
1. Perilaku Politik 
Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari 
individu itu sendiri seperti idealisme.Tingkat kecerdasan, kehendak hati 
dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan 
beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. 
Ramlan Surbakti4 mengemukakan bahwa perilaku politik adalah kegiatan 
yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku 
politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, 
disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti 
perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku 
keagamaan dan lain sebagainya. 
                                                          
4
 Ramlam Surbakti. Memahami Ilmu Politik.  2010 hal.167 
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Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran 
atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. 
Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan 
internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-
tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan 
kampanye).5 Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran 
ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-
tindakan dari pelaku politik tertentu. 
Sementara itu menurut Abdul Munir Mulkam perilaku politik 
merupakan tindakan yang lahir dari kondisi sosial dan ekonomi serta serta 
kepentingan suatu masyarakat atau golongan dlam masyarakat tersebut.6 
Sedangkan menurut Afan Gaffar, perilaku politik secara teoritis dapat 
dilihat dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan 
psikologis, dan pendekatan politik rasional.7 Pendekatan rasional 
berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat. Dimana yang menjelaskan 
bahwa perilaku memilih individu terkait dengan pertimbangan apa yang 
diperolehnya jika ikut memberikan suara pada pemilu presiden dan wakil 
presiden maupun pemilukada gubernur, walikota dan bupati. Dalam hal ini 
pemilih cenderung akan memilih kandidat yang menawarkan solusi paling 
menarik untuk menyelesaikan persoalan ekonomi seperti pengangguran, 
kesejahtaraan sosial, pendidikan, pendapatan dan lain-lain. Selain itu, 
                                                          
5
 Jack C. Plano,  Robert E. Riggs dan Helenan, S.Robbin, 1985, kamus analisa politik, tahun 1985 
hal.280 
6
 Muhammad Asfar, “Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku politik”, dalam jurnal 





tanggung jawab politik akan permasalahan daerah kemudian juga menjadi 
pertimbangan pemilih untuk menentukan sikap. 
 
2. Perilaku Pemilih 
Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam 
menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.  
Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua 
kubu yaitu;Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan dalam Fadillah. 
Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk 
perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini 
melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal 
dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini 
percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial 
yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas 
(status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai 
peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. 
Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan 
suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan.8 
Kelemahan mazhab ini antara lain; 
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a. Sulitnya mengukur indikator secara tetap tentang kelas dan tingkat 
pendidikan karena kemungkinan konsep kelas dan pendidikan 
berbeda antara Negara satu dengan lainnya; 
b. Norma sosial tidak menjamin seseorang menentukan pilihannya 
tidak akan menyimpang. 
Mazhab Michigan menekankan pada faktor psikologis pemilih artinya 
penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan 
psikologis yang berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari 
proses sosialisasi politik. Sikap dan perilaku pemilih ditentukan oleh 
idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan dan kehendak 
hati.9 
1. Karakteristik Pemilih 
a. Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan 
komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim 
kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunandan yang 
menjadi pemuka  masyarakat  tersebut berasal dari keluarga atau 
kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari 
segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohannya, 
sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan 
sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini 
mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk 
menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung 
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pada pemuka masyarakat tersebut. Paternalisme sikap dan 
perilaku warga masyarakat secara turun temurun dari generasi ke 
generasi berikutnya tidak pernah berubah, meskipun terdapat 
berbagai perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, namun hal 
tersebut tidak menjadi faktor yang mempengaruhi adanya 
perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Kecenderungan 
untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam 
berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial 
budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari 
pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem 
budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat 
disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini 
menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk 
menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam 
rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif 
berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat  tersebut, hanya 
sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu 
yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang 
diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan. 
b. Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu 
alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap 
elektabilitas calon legislatife. Jika seorang kandidat memiliki latar 
belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan 
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primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif 
pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi 
pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan 
pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan 
atas sistim kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi 
pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, 
ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga 
menjadi unsur penting dalam ikatan emosinal komunitas 
masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas 
masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong-
kantong basis massa yang ditandai dengan adanya simbol-simbol 
partai yang memberikan gambaran dan sekaligus sebagai 
pertanda  bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong basis 
massa partai tertentu. 
c. Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat 
rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang 
memiliki sikap ambivalen, berorientasi ke materi. Sikap dan 
pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik 
lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya 
ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, 
tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan 
primordialisme tertentu. Kondisi sosial masyarakat pada strata 
demikian diperlukan adanya kandidat atau calon yang memiliki 
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kapabilitas yang tinggi baik dari aspek sosiologis (memiliki 
kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan kelompok 
masyarakat dan mampu mempengaruhi sikap dan orientasi 
komunitas masyarakat tersebut),  atau popularitas dan reputasi 
tinggi pada kelompok masyarakat tersebut. Jika hal tersebut 
mampu dilakukan oleh seorang kandidat, maka sangat terbuka 
perolehan suara pemilih  didapat dari komunitas masyarakat 
tersebut. 
 
B. Pendekatan Dalam Perilaku Memilih 
 
Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada 
beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui 
buku-nya yang berjudul Political Science and Political Behavior,10 
menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, 
yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. 
1. Pendekatan sosiologis 
Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 
dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam 
pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial 
ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, 
pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.11 
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Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan 
mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan 
mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuan politik dan dari Universitas 
Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab 
Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku 
pemilu di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, 
hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai 
terbentuknya sistem partai di eropa barat. 
Menurut Lazarfeld12 dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih 
hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat 
tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang 
pemilih.Setiap lingkarang social memiliki normanya sendiri dan kepatuhan 
terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol 
perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu 
menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa 
bersitegang dengan lingkungan sosialnya. 
Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan 
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam 
menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, 
pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan 
sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku 
pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan pendekatan 
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Gerald Pomper dan Lipset.13 Pomper melakukan penelitian hubungan 
antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. 
Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih 
seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah 
preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada 
preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama 
yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis,dsb. 
Jadi, menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis 
ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis 
yang membentuk perilaku politik dari luar melaui nilai-nilai yang 
ditanamkan dalam proses sosiolisasi yang dialami individu seumur 
hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu 
kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif 
tetapi meripakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan 
berbagai norma social yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa 
ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang 
dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan 
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2. Pendekatan psikologis 
Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan,15 
The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada 
individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh 
Campbell, Gurin dan Miller.16 Berdasarkan pada hasil penelitian yang 
dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun 
sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu 
dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka 
melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan 
persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari 
sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu 
dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimana, maka besar 
kemungkinan calon tersebut dipilih. 
Penilain dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan 
seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi 
pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik  
lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua 
kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun 
lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan 
lain sebagainya. 
Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang 
mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, 
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orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema.Pertama, identifikasi partai 
digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun 
politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi 
individu. Pengalaman pribadi danorientasi politik sering diwariskan oleh 
orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan 
perkawinan, dan situasi krisis.17 
Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang 
diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. 
Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan 
perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai.Konsep 
ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau 
keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai 
yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan 
partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. 
Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi 
dan sikap sebagai variable utama dalam menjelaskan perilaku memilih, 
daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih 
menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari 
“sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan 
keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan 
politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”. 
Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai 
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refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi 
sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi 
terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. 
Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh 
sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu 
kandidat baik dalam kehidupan bernegara  maupun bermasyarakat. 
Beberapa indikator yang biasa  dipakai oleh para pemilih untuk menilai 
seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak 
mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi 
kandidat. 
3. Pendekatan pilihan rasional 
Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut 
sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan 
berkebang setelah memperoleh konsesnsus yang menunjukkan adanya 
pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting 
yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key.18 menurut key, yang 
menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, 
partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi 
negaranya, atau justru sebaliknya. 
Key melihat kecenderungan masing-masingpemilih menetapkan 
pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai 
yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah 





baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. 
Penilaianini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa 
yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa 
(bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan 
dipilih kembali. Apabila hasilpenilaiannya negatif, maka pemerintahan 
tidak akan dipilih kembali.  
Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai 
produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya 
“ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil 
yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama 
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.19 
Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih 
merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan 
dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, 
perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana 
disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru 
ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok 
atau pemimpin tertentu. Huntington dan Nelson20 menjelaskan mengenai 
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spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis 
partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum yaitu : 
1)        Partisipasi Otonom (Otonomous) 
Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap 
masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan 
masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerinah, 
mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, 
memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya. 
2)        Partisipasi Mobilisasi.  
 Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat 
terhadap pelaksanakan atau program, baik politik, ekonomi, maupun 
sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan 
dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau 
kelompok. 
Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan, “kemauaan rakyat 
untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang 
dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.”  Karena partisipasi 
politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling 
bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks 
tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara 
dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila 
diberi otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik 
secara derastis menuju partisipasi yang dimobilisasi. 
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Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting 
daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung 
mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun 
bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh 
karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula 
ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.21 
Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional 
(kepala adat dan kepala suku), religious (pemimpin agama), patron-klien 
(tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat 
pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu 
berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan 
ancamam paksaan. 
 
C. Pemilih Pemula 
Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umum 
disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah 
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 
kawin.22 Menurut lembaga-lembaga survey international seperti the Pew 
Research Center dan Gallup pemilih pemula berusia antara 17 hingga 29 
tahun.Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah 
mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan 
                                                          
21Ibid hal:188 
22
UU Pilpres 2008: 6 
32 
 
tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti 
pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.23 
Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi karena dianggap belum 
memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada 
pada sikap dan pilhan politik yang belum jelas.  
Pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak pilih juga belum 
memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka 
harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula 
sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi 
politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik 
praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, 
membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih 
memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya 
dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, 
misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan 
organisasi underbow partai. 
Di Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai 
masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di 
negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak 
remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya 
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mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih 
kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya.24 
Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran 
terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipsi dalam Pemilu. Alasan di 
balik niat mencoblos para pemilih pemula adalah pemikiran bahwa apa 
pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik 
langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan 
suara. 
D. Pemilukada Langsung 
 
Ketika UU No. 22 tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser 
sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. 
Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah  
punmencuatkan resentralisasi ketika UU no. 32 tahun 2004 dibahas dan 
kemudian disahkan. UU no.32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi: 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan 
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.25 
Lahirnya UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah 
yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat 
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terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin dalam 
daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas 
dalam sebuah mekanisme sebagaimana Pemilihan Umum. Dalam Pilkada 
Langsung masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa 
menentukan dan sekaligus tersebut langsung untuk memilih Walikota, 
bupati dan gubernur sesuai dengan keinginan. Sudah tentu para calon 
yang terlibat kasus tertentu akan terganjal untuk dipilih. 
Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk 
memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung 
tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai 
tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan 
pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. 
Bila Pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan 
melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, 
namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola 
Daerah. Sekaligus Kepala Daerah adalah jabatan politis dan tidak 
mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan 
kompetensi secara penting. 
Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPRD).26 Secara umum Kepala Daerah adalah Kepala 
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Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis.Kepala Daerah dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah, 
dan Perangkat Daerah. 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung 
oleh rakyat dimana persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi 
tertentu dalam DPRD atau dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam 
jumlah tertentu dalam melalui jalur perseorangan (non-
partisipan).Tahapan dalam pelaksanaan pemilukada dapat dilihat sebagai 
berikut.27 
1. Pendaftaran pemilih calon Bupati dan Wakil Bupati 
2. Penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati 
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik 
4. Pengadaan kampanye 
5. Pemungutan dan perhitungan suara 
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah).  
 Tahapan dalam pelaksanaan pemilukada telah diatur secara jelas 
didalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih 
diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2005 serta selalu 
                                                          
27
 Supriyanto,SH.MH. Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka mina. Jakarta 2008 
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mengalami penyempurnaan dan perubahan untuk menciptakan Pemilihan 
Kepala Daerah yang aman, tertib dan lancar. 
 Pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Pinrang yang 
dilaksanaka pada 18 september lalu merupakan Pemilihan Kepala Daerah 
yang kedua, setelah peiode lalu Andi Aslam Patonangi dan wakilnya 
A.Kaharuddin menjabat sebagai Kepala Daerah dikabupaten Pinrang. Dan 
saat ini salah satu dari kandidat atau kontestan yang telah mencalonkan 
dikabupaten Pinrang adalah Andi Aslam Patonangi (incumbent) dan Darwis 
Bastama. Melihat dari proses terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah 
diindonesia tersebut kita merasa lebih yakin bahwa sistem demokrasi di 
indonesia telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun hasil 














E. Kerangka Pemikiran 
 Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: penelitian ini berusaha melihat perilaku pemilih pemula kecamatan 
Duampanua di kabupaten Pinrang pada pemilukada 2013. Penelitian ini 
diharapkan dapat menggambarkan dan menganalisiskecenderungan 
perilaku pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan 
pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada 
kabupaten Pinrang tahun 2013. 
Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada tiga pendekatan yang 
digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih pemula.Pertama, 
pendekatan sosiologis.Kedua, pendekatan psikologi sosial dan ketiga, 
pendekatan pilihan rasional. 
Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang 
fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada 
khususnya dikalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam 
menentukan tindakan politiknya, sehingga pendekatan ini dapat 
menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih pemula yang akan 

























































Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian dalam 
metode penelitian yang terdiri dari tipa dan dasar penelitian, lokasi 
penelitian, informan dan unit analisis, jenis data, teknik pengumpulan data, 
dan teknik analisa data.  
A. Tipe dan dasar penelitian  
 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, cukup memberi 
kemudahan bagi studi perilaku memilih masyarakat.Salah satu metode 
yang paling biasa digunakan adalah dengan menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya secara 
menyeluruh dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan dasar penelitian 
adalah menggunakan dasar penelitian Analisis Deskriptif, dengan 
paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai 
subjek penelitian melakukan analisis, dan kemudian peneliti melakukan 
analisis terhadap masalah tersebut sampai mendapatkan pengetahuan 
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tentang perilaku pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada 
pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Dan kecenderungan perilaku 
pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya 
terhadap kandidat pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. 
 
B. Lokasi penelitian 
 
Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Duampanua kabupaten 
Pinrang. Alasan penelitian ini dilakukan di kecamatan Duampanua 
kabupaten Pinrang adalah berangkat dari pertimbangan kebutuhan data 
dalam penelitian ini bahwa Kecamatan Duampanua merupakan salah satu 
Kecamatan di Kabupaten Pinrang yang memiliki jumlah pemilih pemula 
terbanyak dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pinrang. Serta antusias 
pemilih pemula di Kecamatan Duampanua juga tinggi dalam memberikan 
suaranya pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. 
Selain itu, basis suara Andi Aslam Patonangi-Darwis Bastama 
berada dikecamatan Duampanua. Angka partisipasi pemilih yang memilih 
Andi Aslam Patonangi-Darwis Bastama di kecamatan Duampanua 
termasuk tinggi dari rata-rata angka partisipasi pemilih dikabupaten 







C. Unit analisis 
 
Penelitian ini menempatkan individu sebagai unit analisis.Penelitian 
yang menggunakan individu sebagai unit analisis hampir tidak ada dalam 
kajian pemilih pemula di Indonesia, karena selama ini individu di Indonesia 
selalu dikaitkan dengan kelompok. Individu selalu dikaitkan dengan 
kelompok atau patron-keluarga, pemimpin kharismatik, peers group dll. 
Karenanya penelitian-penelitian survey lebih mempercayai kelompok 
ketimbang individu sebagai unit analisis, dan pilihan individu selalu 
dikaitkan dengan pilihan kelompok.Hal ini berangkat dari asumsi bahwa 
individu kita belum seperti individu di negara-negara maju seperti di 
Amerika, Jepang, Eropa Barat dan lain-lain yang dianggap sudah 
independen dalam menentukan pilihan dan lepas dari dominasi 
kelompoknya. Asumsi bahwa individu di Indonesia belum mandiri dan 
tergantung pada kelompok atau patron barangkali perlu dikritisi lagi, 
karena dalam beberapa pemilukada yang sudah dilaksanakan, ada 
kecenderungan pemilih lebih independen dalam memilih calonnya, tidak 
terikat erat dalam kelompok dan tidak terbelenggu dalam struktur sosial. 
Inilah sudut pandang lain terhadap kajian pemilih yang diangkat dalam 






D. Jenis data 
 
a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi 
lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam 
pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui 
komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan 
beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah 
alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun 
masyarakat yang akan diwawancarai adalah pemilih pemula di 
kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 
b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yang berupa buku, dokumen, hasil penelitian yang 
terkait dengan studi. Adapun beberapa buku yang dibaca oleh 
penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian tentang perilaku 
memilih, buku tentang perilaku pemilih pemula serta literatur 
maupun informasi tertulis yang berkenaan dengan studi perilaku 
politik pemilih. 
 
E. Teknik pengumpulan data 
 
Berdasarkan jenisnya penelitian ini bersifat kualitatif, maka 





1. Wawancara mendalam 
Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data 
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab 
secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh 
keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, 
perilaku informan yang terkait dengan tujuan studi. 
Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan-informan 
yang mewakili pemilih pemula di 14 Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Duampanua.Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai, 
tidak mewakili populasi akan tetapi mewakili informasinya. Sebagai 
upaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam, penelitian ini 
akan memfokuskan pada pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun 
atau telah menikah pada saat pemilu digelar dan baru pertama kali 
mengikuti pemilihan.Informan yang telah di wawancarai terdiri dari 
beberapa Pemilih Pemula dan Kepala Kecamatan Duampanua 







Adapun informan-informan yang telah di wawancara yakni 
seperti pada table berikut: 
No. Nama Informan                       Usia 
(Thn) 
   Pekerjaan          Pendidikan       Desa/Kelurahan 
Terakhir                                           
1. Mulismayani (P) 16 URT SMP MASSEWAE 
2. Risma (P) 17 Pelajar SMP    KALIANG 
3. Udin (L) 18 Pelajar                    SMP BITTOENG 
4. Nirwana (P) 19 Pelajar                SMP                     PARIA 
5. Eko Idris (L) 20 Wiraswasta         SMA PEKKABATA 
6. Arwan Jaya (L) 19 Pelajar               SMP KATOMPORAN 
7. Muh.Nur Syam(L) 19 Pelajar               SMP BUNGI 
8. Irwan (L) 21 PETANI             SMA BABABINANGA 
9. Dewi Purwati (P) 18 Pelajar SMP DATA 
10. Ritna  (P) 17 Pelajar                    SMP TATAE 
11. Abdul Rahim (L) 18 Pelajar         SMP KABALLANGAN  
12. Ahmad (L) 19 Pelajar SMP LAMPA 
13. Herliana (P) 18 Pelajar                    SMP MARONENG 
14. Anugrah (P) 17 Pelajar                    SMP BUTTU SAWE 
 
2. Dokumentasi / Studi pustaka 
Selain itu juga untuk memperdalam studi peneliti akanmelakukan 
kajian terhadap dokumen-dokumen hasil pemilukada kabupaten 
Pinrang 2013.Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan 
studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 
peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 
tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai 






F. Teknik Analisa Data  
 
Dalam penelitian ini Teknik pengolahan data yang digunakan 
adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian ini diolah secara 
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku 
memilih masyarakat pada pemilukada di kabupaten Pinrang tahun 2013. 
Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini tidak 
dimaksudkan untuk diananlisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya 




















GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 
 
Bab ini menyajikan tiga gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Pinrang, Profil Kecamatan Duampanua dan Pemilih 
Pemula kecamata Duampanua. Gambaran umum Kabupaten Pinrang 
mencakup sejarah kabupaten Pinrang, sejarah kabupaten Pinrang 
keadaan geografis, kependudukan seta visi dan misi Kabupaten Pinrang. 
Gambaran umum Kecamatan Duampanua terdiri dari keadaan geografis, 
kependudukan, sarana dan prasarana, pemerintahan serta visi dan misi 
Kecamatan Duampanua dan gambaran umum Pemilih Pemula kecamatan 
Duampanua. 
1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PINRANG 
 
Gambaran umum Kabupaten Pinrang mencakup sejarah kabupaten 
Pinrang, sejarah kabupaten Pinrang, Peta wilayah Kabupaten Pinrang, 
keadaan demografi, kependudukan serta visi- misi Kabupaten Pinrang 






a. Sejarah Kabupaten Pinrang 
 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Kabupaten di provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 
km² dan berpenduduk sebanyak ±347.684 jiwa. 
Asal Muasal Pemberian nama pinrang ada dua fersi cerita yang 
berkembag di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut 
Pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air 
genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa", hal ini disebabkan oleh karena 
pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat 
kota kabupaten Pinrang, masih berupa daerah rendah yang sering 
tergenang dan berawa.28 
Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu 
ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang,bebas dari pengasingan 
dari kerajaan Gowa berkat bantuan To barani pole' Kassadisambut 
gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah 
sang raja berubah dan mereka berkata "pinra bawangngi tappana puatta 
pole Gowa"yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa, 
maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai 
Pinrayang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi 
Pinrang.29 
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Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari Onder Ofdeling 
Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare. yang merupakan 
gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau 
swapraja yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang 
sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu(Kassa 
dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto), ini merupakan 
bagian dari adu domba Kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi 
Selatan.30 
Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah 
pinrang merupakan tempat berkumpulnya ke empat raja tadi dan 
sekaligus tempat berdirinya kantor onder afdelingeen (kantor residen). 
Selanjutnya Onder afdeling Pinrang ini, pada zaman pendudukan Jepang 
menjadi Bunken Kanrikan Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan 












b. Peta Wilayah Kabupaten Pinrang 
 
 









Secara keseluruhan jumlah penduduk yang  berjenis kelamin 
perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-
iaki. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 
100 yakni hanya 92,00 persen saja. 
 
Daftar Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Pinrang 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang tahun 2013 
 
Penduduk Kabupaten pinrang berdasarkan data Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berjumlah 367.340 jiwa atau sekitar 












1. LEMBANG 14 21.294 22.386 43.680 14.104 
2. DUAMPANUA  14 23.771 25.110 48.881 16.369 
3. BATULAPPA 5 5.739 5.869 11.608 3.649 
4. WATTANG SAWITTO 8 25.932 27.482 53.414 18.460 
5. PALETEANG 6 19.868 20.624 40.492 13.969 
6. TIROANG 5 13.308 13.361 26.669 8.242 
7. PATAMPANUA 10 17.156 18.372 35.528 11.922 
8. CEMPA  7 8.978 9.516 18.494 6.211 
9. MATTIRO SOMPE 9 15.035 16.046 31.081 10.353 
10
. 
MATTIRO BULU 9 14.164 15.259 29.423 9.958 
11
. 
SUPPA 10 15.240 16.319 31.559 10.686 
12
. 
LANRISANG 7 9.300 10.018 19.318 6.649 
JUMLAH 104 189.785 200.362 390.147 130.572 
51 
 
kecamatan, dengan kepadata Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km2  yang 
terdiri dari: 
 Laki-laki   = 189.785 jiwa 
 Perempuan   = 200.362 jiwa 
 Jumlah kepala keluarga  = 130.147 jiwa 
 
d. Visi dan Misi  
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Pinrang yang merupakan rencana Tahap pertama (2009-2014) dari 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2009 - 2029), 
diindikasikan sebagai tahap peletakan dan penguatan dasar-dasar menuju 
kemandirian daerah yang bertumpu pada kemampuan bidang pertanian 
dalam arti luas. Rencana tahap pertama ini, dapat dikatagorikan sebagai 
Tahap Konsolidasi yang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk 
menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga 
mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.  
Pada sisi lain,berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi 
pada isu daerah Kabupaten Pinrang, seperti kesejahteraan masyarakat, 
pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, 
perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembangang kawasan pantai, 
lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan 
gizi, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu 
mendapat perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu 
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didukung oleh para pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang. 
Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan rencana pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Pinrang adalah:  
“Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju, Dinamis, Dan 
Mandiri Dengan Pengembangan Agribisnis Dan Agroindustri Yang 
Berwawasan Lingkungan” 
 Terkait Dengan rencana pembangunan Jangka Panjang diatas 
serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, aspirasi dan cita-cita 
masyarakat, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di 
Kabupaten Pinrang, serta mempertimbangkan kearifan lokaI yang 
berkembang dalam masyarakat, maka visi yang hendak diwujudkan 
melalui pencapaian target strategis datam 5 (tima) tahun mendatang, 
dirumuskan kedalam Visi : 
"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program 
Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan 
Yang Didukung OIeh Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Baik (Good Governance)"  
Visi tersebut, terintegrasi dengan Visi pembangunan Nasional dan 
bagian integral dari Visi pembangunan Propinsi Sulawesi Setatan, 
didasarkan pada perubahan paradigma serta kondisi yang ada, 
memerlukan keterukuran dan komitmen berketanjutan. Harapan tersebut, 
menuntut adanya Akselerasi pencapaian Visi kedepan, yang diharapkan 
dapat lebih berperan dalam percepatan perkembangan internal wilayah .  
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Berkaitan dengan permasalahan, peluang dan kondisi obyektif 
perkembangan daerah kedepan, maka untuk mewujudkan visi 
pembangunan kabupaten pinrang, secara garis besar diformutasikan 
kedalam3 (tiga) kluster rumusan misi, yaitu kluster misi bidang 
pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. 
dengan demikian, rincian formulasi - tujuan - sasaran pencapaian ktuster 
misi untuk mewujudkan visi ini, diuraikan sebagai berikut: 
 
1). Bidang Pemerintahan 
1. Mengoptimatkan fungsi kelembagaan pemerintahan dan 
mendorong terciptanya sinergi antar lnstansi guna meningkatkan 
efektifitas kinerja birokrasi datam memfasilitasi pelaksanaan 
program pembangunan yang selaras dengan dinamika 
perkembangan masyarakat dan kelayakan potensi. 
2. Memaksimalkan tanggung jawab, membenahi sistem tata ketola 
jasa pelayanan publik dan distribusi kewenangan institusi 
pemerintah daerah di setiap jenjang/tingkatan pemerintahan dalam 
proses ,perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program 
pembangunan secara transparan dan akuntabel. 
3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sdm aparatur 
pemerintahan dalam rangka peningkatan mutu kinerja aparatur 




4. Menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program 
regional provinsi sulawesi selatan berdasarkan prinsip koneksitas 
dan sinergi kebijakan. 
 
2). Bidang Pembangunan 
1. Meningkatkan daya jangkau dan mutu infrastruktur transportasi 
untuk membuka lsolasi daerah, memperlancar arus barang dan 
jasa, serta mendukung moblitas masyarakat dan kelangsungan 
pembangunan pusat-pusat pembangunan sumber daya 
perekonomian daerah yang berbasis masyarakat. 
2. Merevitalisasi jasa layanan teknis penyediaan prasarana yang 
memadai utuk mendukung pembangunan sumber daya ekonomi 
masyarakat. 
3. Meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, 
perkebunan, kehutanan, dan perikanan/ketautan dengan 
mengedepankan penerapan teknologi dan manajemen yang tepat 
yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. 
4. Memantapkan mata rantai dan mekanisme produksi hulu-hilir dalam 
pengelolaan sumber daya perekonomian masyarakat dengan 
mendorong terciptanya lklim yang mendukung dan memiliki daya 
tarik bagi tumbuhnya lnvestasi dan pengembangan dunia usaha. 
5. Menumbuh kembangkan usaha kecil menengah non pertanian 
metatui pembinaan dan pendampingan lntensif serta penerapan 
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prinsip-prinsip kewirausahaan sebagai upaya penyediaan 
kesempatan kerja serta jaminan kepastian usaha bagi masyarakat. 
6. Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber 
pad sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk 
pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah sebesar minimal 5 % 
rata-rata pertahun. 
7. Meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat yang 
kurang mampu terhadap layanan pendidikan berkualitas dari 
semua jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA seiring dengan 
peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. 
8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang 
memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan, utamanya bagi 
kelompok masyarakat yang yang kurang mampu. 
9. Meningkatkan keseimbangan fungsi spasial dalam berbagai 
program pembangunan termasuk didalamnya peningkatan kualitas 
lingkungan pemukiman dan optimalisasi pemanfaatan ruang, lahan, 
serta keseimbangan ekosistem linkungan hidup. 
 
3). Bidang Kemasyarakatan  
1. Mengupayakan tumbuhnya nilai-nilai solidaritas sosial serta 
menjadikan nilai-nilai agama sebagai nilai utama dalam penciptaan 
moralitas dan akhlak masyarakat sehingga tercipta tatanan 




2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan terhadap 
hukum dan ham bagi semua lapisan masyarakat dan menghormati 
serta menjunjung tinggi supremasi hukum. 
3. Penciptaan alam keterbukaan diberbagai bidang pekerjaan dan 
menumbuhkan lklim demokrasi, menumbuh kembangkan gairah 
partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta 
dalam setiap aktivitas publik. 
Mendukung peran lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga 
sosial (LSM/LPSM), lembaga-lembaga kemasyarakatan dan 
organisasi kepemudaan datam kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip kemitraan dan partisipasi publik. 
 
e. Kondisi Politik Kabupaten Pinrang 
Dalam menggambarkan kondisi politik Kabupaten Pinrang akan 
dibahas 4 aspek, sebagai berikut: Keanggotaan DPRD Kabupaten 
Pinrang, Fraksi DPRD Kabupaten Pinrang, Alat Kelengkapan DPRD 







1. Keanggotaan DPRD Kabupaten Pinrang 
Mengawali hasil penelitian lapang yang dilakukan pada lembaga 
legislatif daerah, perlu diberikan gambaran deskriptif tentang kondisi 
DPRD Kabupaten tahun 2010 dapat ditelusuri dari segi keanggotaan 
DPRD Kabupaten Pinrang sebagai wakil rakyat hasil pemilu 2009. 
Pemilihan Umum anggota legislatif daerah tahun 2009 Kabupaten 
Pinrang yang terdiri dari 12 kecamatan dibagi menjadi 4 daerah pemilihan, 
masing-masing sebagai berikut : 
Daerah Pemilihan I : Kecamatan Lembang 
  Kecamatan Duampanua 
  Kecamatan Batulappa 
Daerah Pemilihan II : Kecamatan Watang Sawitto 
  Kecamatan Paleteang 
  Kecamatan Tiroang 
Daerah Pemilihan III : Kecamatan Patampanua 
  Kecamatan Mattoro Sompe 
  Kecamatan Cempa 
Daerah Pemilihan IV : Kecamatan Suppa 
  Kecamatan Mattiro Bulu 
  Kecamatan Lanrisang   
 
Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang menurut data 
statistik tahun 2009 sebanyak 340.945 jiwa, maka jumlah anggota 
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legislative daerah dalam DPRD yaitu 35 kursi yang diperebutkan oleh 38 
partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. 
2. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pinrang 
Adapun yang menjadi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2009-2014, perinciannya terdiri atas : 
1. Pimpinan 
Tabel 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2009-2014 
No. Jabatan Nama Partai 
1 Ketua Muh. Darwis Bastama, SP. Partai Golkar 
2 Wakil Ketua Hatta P’Biri Partai Demokrat 
3 Wakil Ketua H. Bahran Jafar. S PKS 
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2010 
 
2. Badan Musyawarah 
Tabel 4. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014 
No. Nama  Fraksi 
1 Muh Darwis Bastama, SP F. PG 
2 H. Bahran Djafar, S. F. KS 
3 Hatta P’Biri  F. PD 
4 H. Andi Mukhtar F. PG 
5 Ir. Usman Bengawan F. PG 
6 Andi Sunandar F. PD 
7 Drs. H. Alimuddin Ngaru F. PD 
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8 Theresia Tarang F. PD 
9 H. Darwis Haruna  F. KPDN 
10 H. Alimuddin Budung, S.Hi F. KPDN 
11 Ir. H. Abdullah Tappareng F. KPDN 
12 H. Andi Palewai F. ANHR 
13 H. Muh Djafar F. ANHR 
14 Irwan Hasyim F. KS 
15 H. Irwan Bennu F. KS 
16 Drs. H. Hasyim Padu F. API 
17 Erna Andi Pallawagau F. API 
18 Muh. Thoha F. API 
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2010  
 
Selain dari alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pinrang periode 
tahun 2009-2014, masih ada Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, 
Panitia Legislasi dan Panitia Penerima Aspirasi. 
3.  Visi dan Misi DPRD Kabupaten Pinrang 
Sebagai lembaga legislative daerah yang mewakili rakyat yang 
berdomisili dalam wilayah/daerah Kabupaten Pinrang, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2009-2014 memiliki 
visi dan misi yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Visi DPRD Kabupaten Pinrang 
Menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pinrang sebagai lembaga yang partisipatif, responsif, dan akuntabel, 
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dengan pengarusutamaan nilai-nilai demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum 
masyarakat. 
2. Misi DPRD Kabupaten Pinrang 
Untuk mencapai visi tersebut, DPRD Kabupaten Pinrang 
mengemban misi yaitu : Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam 
setiap aspek kehidupan berbagsa dan bermasyarakat di Kabupaten 
Pinrang, sebagai berikut : 
a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat yang partisipatif, aspiratif, akuntabel, dan 
bertanggungjawab. 
b. Mengutamakan prinsip partisipatif dalam setiap tahapan dan proses 
perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan publik. 
c. Mengintensifkan penyelenggaraan pengawasan, menjadi mediator 
dan fasilitator dalam penyelesaian masalah, kendala pelaksanaan 
dan implementasi peraturan daerah, peraturan bupati, dan 
kebijakan pemerintah daerah. 
d. Menata dan merevitalisasi lembaga DPRD melalui peningkatan 
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 
 
f. Deskripsi Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013 
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Untuk membentuk kehidupan demokrasi pada masyarakat 
sekaligusmenambah pengetahuan tentang Politik, terutama bagi pemilih 
pemula yang ada di Kecamatan Duampanua, maka Kabupaten Pinrang 
melaksanakan Pemilihan Umum pada Tanggal18 september 2013 dan 
telah melaksanakan Pemilihan Kepala daerah secara langsung 
berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku. 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pinrang, sulawesi 
selatan dilaksanakan secara serentak pada 18 september 2013 mulai 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WITA bersamaan dengan 
pilkada dibeberapa kebupaten/kota lainnya yakni Pare-pare, Sidrap, 
Makassar, Jeneponto, Wajo, serta Kabupaten Luwu. Dalam pemilukada di 
kabupaten Pinrang, ada dua tipologi dari enam pasangan calon.Pasangan 
calon perseorangan terdiri dari satu pasangan calon dan pasangan yang 
diusung partai politik terdiri dari lima pasang calon.  
Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dimenangkan 
oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Andi Aslam Patonangi dan Darwis 
Bastama atau disingkat A2P Berdarma. A2P Berdama memiliki jumlah 
suara sebesar 60.251, atau 31,03 persen dari total pemilih. Kemudian 
disusul oleh pasangan Andi Irwan Hamid-Andi Mappanyukki (Idaman) 
yang merebut suara 52.521, atau 27,05 persen beda tipis dengan suara 
nomor urut 2.Pasangan Abdullah Rasyid-Faisal Tahir Syarkawi (Idola 
Fathir) berada di tingkat ketiga dengan raihan 44.918, atau 23,13 
persen.Andi Kaharuddin-Ardan AP (Akbar) 12.740/6,56 persen. Sulthani-
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Rivai Mana (SuaRa), 12.440/6,40 persen. Dan Suryadi-Sahabuddin Toha 
(Kopasus) 11.269/5,80 persen.31 Lebih jelasnya dapat dilihat hasil 
perolehan suara tiap kandidat: 
 
 
Pada pemilukada kabupaten Pinrang tahun 2013 lalu, basis suara 
A2P Berdarma berada di kecamatan Duampanua. Di kecamatan 
Duampanua pasangan Andi Aslam Patonangi dan Darwis Bastama 
memperoleh suara sebanyak 9.507 suara dari 23.052 suara masyarakat 
yang ikut berpartisipasi. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut daftar tabel 
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PEROLEHAN SUARA  PEMILIHAN BUPATI  DAN  










rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilukada tahun 2013 yang 
memilih Andi Aslam Patonangi berpasangan dengan Darwis Bastama atau 
disingkat A2P Berdama per kecamataan di Kabupaten Pinrang. 
TABEL 1 


















Sumber: DataKPUD Kabupaten Pinrang Pilkada Tahun 2013 
 
Dari data diatas menjelaskan bahwa basis suara atau perolehan 
suara tertinggi yang memilih pemenang pasangan kandidat berada di 
kecamatan Duampanua dengan perolehan sebanyak 9.507 suara. 
Pemilukada kabupaten Pinrang di kecamatan duampanua masyarakat 
yang ikut berpartisipasi sebanyak 23.052 masyarakat dari 76 TPS. 
Adapun Jumlah pemilih pemula yang telah terdaftar dalam pemilihan 
umum sebagai pemilih tetap di Kecamatan Duampanua berjumlah lebih 
kurang 2.391 orang dengan masing-masing diambil mulai dari umur 16 
tahun bagi mereka yang sudah menikah, sampai umur 21 tahun. 
 









MATTIRO SOMPE 3.652 





2. Profil Kecamatan Duampanua 
Kecamatan Duampanua merupakan salah satu kecamatan dari 12 
(dua belas) kecamatan yang terletak kurang lebih 21 Km kearah utara Ibu 
Kota Kabupaten Pinrang. 
Kecamatan Duampanua merupakan tanah datar 71,5% dengan 
kemiringan 13,5%, ketinggian lahan berkisar 500 M diatas permukaan laut 
dengan pemanfaataan lahan lebih banyak digunakan sebagai perumahan 
penduduk dan Prasarana penduduk seperti gedung perkantoran 
pemerintah dan swasta serta pertokoan dan sebagiannya lagi digunakan 
sebagai daerah pertanian dan peternakan yang terkonsentrasi pada 
kelurahan-kelurahan yang memiliki daerah. 
Batas wilayah yaitu: 
Utara : kecamatan Lembang 
Timur : Kecamatan Batulappa 
Selatan kecamatan Patampanua dan Campa 
Barat : Selat Makassar 
Berikut Luas Kecamatan Duampanua berdasarkan luas wilayah 






Luas, Jarak Dari Ibukota Dan Ketinggian Dari Permukaan Air Laut 

























(1) (2) (3)   (4)   (5) 
 
01.  BABA BINANGA 
 




04.  KALIANG 
 
05.  PEKKABATA 
 
06.  KATOMPORANG 
 






10.  BITTOENG 
 




13.  BUNGI 
 
14.  BUTTUSAWE 
 
18,31                      11                       35                     <500 
 
17,90                        6                       30                     <500 
 
10,76                        1                       25                     <500 
 
12,00                        7                       31                     <500 
 
6,78                        0                       23                     <500 
 
19,03                        5                       19                     <500 
 
15,32                        8                       16                     <500 
 
44,12                      10                       14                     <500 
 
36,28                        0                       24                     <500 
 
31,70                        3                       27                     <500 
 
32,40                        5                       29                     <500 
 
7,04                      13                       37                     <500 
 
7,61                      10                       34                     <500 
 











Sumber     :      SeksiPMDKantor KecamatanDuampanua tahun 2013 
 
a. Pemerintahan 
Wilayah Kecamatan Duampanua secara administratif terdiri dari 8 
kelurahan, 17 lingkungan, 51 RW dan 107 RT. Untuk melaksanakan tugas 
pelayanan umum ditingkat kecamatan, maka kepala kecamatan dibantu 
seorang sekretaris camat, kelompok jabatan fungsional dan dibantu oleh 
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lima kepala seksi yaitu kepala Seksi Pemerintahan, kepala seksi trantib, 
kepala seksi pemerintahan Desa/Kelurahan, kepala seksi perekonomian 
dan kepala seksikesejahteraan rakyat. 
Untuk mengetahui secara jelas struktur organisasi pemerintahan 
Kecamatan Duampanuadapat kita lihat pada gambar berikut : 
 
















































b. Visi dan Misi Kecamatan Duampanua 
1. Visi 
Terwujudnya kinerja aparatur yang mampu mendukung dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan 
Kecamatan Duampanua sebagai kawasan pusat 
pertumbuhan. 
2. Misi  
Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi yang akan 
dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Memaksimalkan manajemen publik melalui pemberian 
layanan cepat dan tepat sasaran serta terjangkau. 
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan 
mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan 
ruang kota yang nyaman tertib dan sehat bagi aktifitasa 
warganya. 
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan 
mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka 
optimalisasi sektor pertanian sebagai sektor andalan 
kabupaten dan sektor-sektor sosial ekonomi lainnya 
untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. 
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui 
pembelajaran serta mengasah kepekaan agar senantiasa 
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dapat member layanan yang selaras dengan dinamika 
dan perkembangan kebutuhan masyarakat 
5. Mendorong kebutuhan nilai-nilai agama sebagai nilai 
utama tatanan masyarakat. 
 
3. Pemilih Pemula Kecamatan Duampanua 
 
Pemilihan Umum yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya 
pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari 
intimidasi berbagai pihak. Dalam rangka itulah, proses pemilu baik 
legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah 
dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh 
masyarakat, khususnya pemilih. Berangkat dari kesadaran tersebut, 
maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu terus melakukan upaya 
melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan 
partisipasi masyarakat pemilih. Salah satu kategori pemilih yang 
mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa 
mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus 
bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil 
pemilu. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang siapa pemilih pemula, 
bagaimana peran mereka dalam pemilu, serta tema-tema apa yang 




Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan 
melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari 
masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Dalam mudul 
1 KPU Nasional Pemilu Untuk Pemilih Pemula (2010:48) adapun 
syarat-syrat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat 
memilih adalah: 
1. Umur sudah 17 tahun; 
2. Sudah/ pernah kawin;dan 
3. Purnawirawan/ Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian. 
Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan 
kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. 
KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan 
kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam 
pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan 
selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. 
Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk 
terus menjadi pemilih yang cerdas.Pemilih pemula lainnya juga 
mempunyai peran penting sehingga diperlukan kebijakan strategis 
yang memudahkan mereka dalam memberikan suara. 
Pemilih pemula yang merupakan objek dari penelitian ini 
merupakan mereka yang memiliki rentang usia 17 sampai dengan 21 
tahun. Sebelum membahas tentang “Perilaku  Pemilih Pemula 
kecamatan Duampanua pada pemilukada kabupaten Pinrang tahun)”, 
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hendaklah kita dapat melihat bagaimana karakteristik dari responden 
yang menjadi atau yang membantu penelitian ini dengan hasil 
sebenar-benarnya. Dari beberapa karakteristik responden yang dapat 
kita lihat disini adalah dari segi jenis kelamin. 
Perbedaan jenis kelamin ini diharapkan tidak menjadi 
hambatan dalam rangka pemberian suara para Pemilih Pemula pada 
pemilukada kabupaten Pinrang tahun 2013, dimana setiap warga 
Negara mempunyai hak yang sama dalam pemberian suara. 
Pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada pemilukada 
Kabupaten Pinrang tahun 2013 berjumlah sekitar 2.391 dari 23.052 
masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan suaranya. Hal 
demikian karena pemilih pemula merupakan bagian dari proses 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam 
menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling 
cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam 
dua kubu yaitu; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan dalam Fadillah. 
Teori tentang perilaku memilih demikian tidak berbeda dengan perilaku 
pemilih pemula yang juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang 
berlangsung. 
Pemilih pemula Menurut lembaga-lembaga survey international 
seperti the Pew Research Center dan Gallup pemilih berusia antara 17 
hingga 29 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula 
muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak 
suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali 
mengikuti pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden 
maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.32 
Pemilukada adalah salah satu bentuk proses demokratisasi yang 
berlansung di Indonesia. Begitupun dengan  pemilukada yang telah 
dilaksanakan di kabupaten Pinrang tahun 2013. Dimana masyarakat diberi 
kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin di daerahnya. Pada 
pemilukada di kabupaten Pinrang 2013 antusias masyarakat untuk 
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UU Pilpres 2008: 7 
72 
 
berpartisipasi cukup tinggi, khususnya pada pemilih pemula di kecamatan 
Duampanua kabupaten Pinrang. Hal  demikian yang ditemukan peneliti 
selama proses penelitian berlangsung. Berikut petikan informasi 
pendukung Kepala Kecamatan Duampanua Drs. Abdul Rahman Mahmud, 
M.Si ketika diwawancarai terkait keikut sertaan pemilih pemula pada 
pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013: 
“untuk pemilih pemula sendiri, cukup luarbiasa partisipasinya pada 
pemilukada ini, bahkan ada yang masih dibawa umur datang untuk 
merekomendasikan  agar bisa ikut memberikan suara pada 
pemilukada kabupaten Pinrang tahun 2013, namun itu tidak 
diperbolehkan”33 
 
Dari uraian diatas yang di jelaskan oleh Kepala Kecamatan 
Duampanua bahwa kesadaran pemilih pemula ini sangatlah tinggi  dan 
jelas bahwa suara pemilih pemula juga sangat berpotensi dalam suatu 
pemilihan. Keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan kemudian akan 
menunjukkan perilaku mereka dalam menjatuhkan pilihannya kepada 
seorang kandidat. Dalam pembahasan akan diuraikan dua aspek pada 
penelitian ini. Pertama, Perilaku pemilih pemula di Kecamatan 
Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Kedua, 
Kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Duampanua dalam 
menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilukada 
Kabupaten Pinrang tahun 2013. Berikut akan diuraikan lebih lanjut. 
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 Hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Duampanua Drs. Abdul Rahman Mahmud, M.Si pada 




A. Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada 
Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. 
Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan 
yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul 
Political Science and Political Behavior,34 menyatakan terdapat tiga model 
untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, 
psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta 
pendekatan-pendekatan di atas, penelitian skripsi ini mencoba 
menggambarkan danmenganalisis tentang kecenderungan perilaku 
pemilih pemula. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut. 
1. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 
dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam 
pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial 
ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, 
pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.35 
Perilaku pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam 
menentukan atau menjatuhkan pilihanya pada pemilukada kabupaten 
pinrang tahun 2013 umumnya karena faktor sosiologis. Hal demilkian 
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Denis Kavanagh, Political Science and Political Behaviour (London: Allen and Unwin, 1983) 
35
 Dieter Roth 
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karena hampir semua informan yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya 
kepada seorang kandidat sama dengan pilihan orang tuanya. Dimana 
Menurut penulis, pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar 
belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. 
Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka 
memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilihan. 
Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan, salah satu dari 
mereka Mulismayani, menyatakan: “Pada pemilukada kabupaten Pinrang 
2013 lalu saya memberikan suara dan menjatuhkan pilihan saya kepada 
kandidat tersebut karena orang tua juga demikian”36  
Tidak berbeda denga yang diutarakan oleh Risma, sebagai berikut: 
“Semua keluarga saya memilih kandidat itu, Makanya saya secara pribadi 
ikut memilih beliau”37 
Berdasarkan pernyataan diatas yang di kemukakan oleh 
Mulismayani dan Risma menunjukkan perilaku yang ikut-ikutan. Perilaku 
ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat 
bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, 
keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik 
mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan 
sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam kekuarga 
dan orangtua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik 
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dan benar dan informasi yang didapatkan cukup terbatas. Hal demikian 
lebih lanjut diutarakan oleh Mulismayani bahwa: 
“Hanya beberapa calon kandidat yang saya ketahui, itupun tidak 
tahu secara mendalam sehingga tidak melihat secara keseluruhan 
mana yang berpotensi dan baik untuk saya pilih sebagai 
pemimpin.38 
 
Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau 
mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok 
dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan 
karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan 
mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. 
Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi 
pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.  
Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat 
hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga 
pemilih.Menurut Pomper39 predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan 
keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku 
memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, 
apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan 
berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi 
bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik 
demografis dsb. Namun, Perilaku demikian tidak lepas dari isu yang 
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didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. 
Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. 
Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak 
dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian 
menyebabkan akses komunikasi yg diterima  di lingkungan keluarga lebih 
mudah.  
Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter40 
menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam 
memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan 
orangtuanya. Bahwa, “adanaya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara 
orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada 
lembaga keluarga itulah seseorang pertama kalai mempunyai akses 
pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial 
mereka, termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan 
sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan 
keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-
anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan 
orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka 
terhadap isu-isu politik dsb.” Pendek kata, bagi Mark N.Franklin41, ikatan-
ikatan sosilogis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih 
berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang. 
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Sejalan dengan itu, Dalam penelitian ini tidak banyak diantara 
pemilih pemula yang preferensi pilihannya sama dengan orang tuanya 
karena faktor ikut-ikutan tapi juga karena mendapat arahan/desakan dari 
orang tuanya. Mereka ikut berpartisipasi itu karena arahan/desakan 
orangtua untuk memilih kandidat yang sama dengan orangtuanya. Seperti 
yang diutarakan oleh Udin, menyatakan bahwa: “sebenarnya saya tidak 
tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilukada 
namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka 
pilih maka saya ikut saja.”42 
 
Tidak berbeda dengan yang diutarakan Nirwana, menyatakan 
bahwa: “saya sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban 
bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilukada. 
Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang kandidat”43 
Dari petikan pernyataan di atas yang di utarakan Udin bahwa 
mereka diarahkan oleh orang tuanya kerena tidak tahu-menahu 
menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. 
Model perilaku ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap 
orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senangtiasa dan 
membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini 
perilaku pemilih pemula ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan 
paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Perilaku demikian 
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merupakan partisipasi yang dimobilisasi. Menurut Huntington dan 
Nelson44 mengenai partisipasi mobilisasi adalah partsipasi yang lebih 
mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau 
program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi 
yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat berkaitan 
terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, Perilaku orang tua 
yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan 
untuk memilih pemimpin yang tepat didaerahnya.  
Menurut penulis, perilaku pemilih pemula di Kecamatan 
Duampanua ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan 
pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang 
dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial 
terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam 
lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi 
kemudian Pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu tema dan 
kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dll. 
Lebih lanjut menurut penulis, bahwa adanya pemilih pemula yang yang 
tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap 
seorang kandidat menunjukkan tipe Apatis mereka. tipe ini menunjukkan 
perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula  
yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut 
berpartisipasi dalam pemilu. Akibatnya mereka kurang terlibat dalam 
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pemilihan seperti menjadi tim sukses atau menjadi anggota partai politik. 
Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik 
yang terjadi. 
Pertanyaan lebih mendetail kemudian penulis ajukan guna 
mamperoleh gambaran yang jelas, pertanyaan tersebut meliputi, dalam 
pemilukada tersebut siapa pasangan kandidat yang menjadi pilihan dan 
apa alasan kemudian memilih pasangan calon tersebut. Dari hasil 
penelitian ini, banyak diantara pemilih pemula yang di yang diwawancarai 
menjatuhkan pilihan politiknya pada Andi Aslam patonangi berpasangan 
dengan Muhammad Darwis Bastama atau yang dikenal A2P Berdarma. 
A2P Berdarma adalah kandidat yang memenangkan sebagai bupati 
dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten Pinrang tahun 2013. Dan 
peneliti menemukan bahwa alasan mereka menjatuhkan pilihannya pada 
A2P Berdarma karena adanya kesamaan sebagai putra daerah yang 
sangat berpengaruh pada pasangan kandidat tersebut.Dimana pasangan 
Andi Aslam Patonangi yaitu Muhammad Darwis Bastama berasal dari 
kecamatan Duampanua dan juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten 
Pinrang. Figur Muhammad Darwis Bastama sangat berpengaruh tingginya 
suara masyarakat di kecamatan Duampanua yang memilih pasangan A2P 
Berdarma pada pemilukada kabupaten Pinrang tahun 2013. 
Sebagian besar pemilih pemula yang diteliti lebih melihat figur 
Muhammad Darwis Bastama sebagai putra daerah yang sangat ideal 
menjadi pemimpin. Berikut pendapat salah satu informan yang 
80 
 
diwawancarai ketika ditanya tentang figur Muhammad Darwis Bastama 
oleh Eko Idris menyatakan: 
“saya memilih orang sini juga. pak Darwis berasal dari daerah kita, 
buat apa kita memilih pemimpin lain sementara kita memiliki calon 
pemimpin dari daerah kita sendiri selain itu punya hubungan 
emosional dengan masyarakat sini”45 
 
Tidak berbeda dengan yang diutarakan Ahmad, menyatakan 
bahwa: “membanggakan Darwis Bastama menjadi salah satu kandidat 
pada pemilukada. ini kesempatan kita memiliki pemimpin dari daerah kita 
sendiri”46 
Dari uraian pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa 
pasangan kandidat ini menentukan tingginya masyarakat di Kecamatan 
Duampanua memilihnya. Dari fenomena tersebut dijelaskan pada 
pendekatan sosiologis yang melihat perilaku pemilih dimana seperti dalam 
Penelitian Pern Arnt Peterson dan Lawrence E. Rose di Norwegia.Dalam 
Penelitiannya menunjukkan bahwa ikatan-ikatan kedaerahan, seperti 
desa-kota, merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan 
aktivitas dan pilihan politik seseorang. Ikatan kedaerahan terutama sangat 
kuat dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap kandidat. 
Penelitian Potoski menunjukkan bahwa para kandidat presiden atau 
parlemen, umumnya lebih diterima dan dipilih para pemilih yang berasal 
dari daerah yang sama.  
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Begitu kuatnya posisi variable kedaerahan ini, ketika melaporkan 
penelitiannya Potoski mengawali tulisannya sebagai berikut: “it is a 
political axiom that candidates tend ti poll better in their home areas than 
they do elsewhwre”. (suatu aksioma politik jika para kandidat cenderung 
lebih baik memilih di sekitar rumahnya daripada mereka harus 
melakukannya ditempat lain).47 
Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 
dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam 
pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial 
ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, 
pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.48 
 
2. Pendekatan Psikologis 
 
Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang 
mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, 
orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai 
digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun 
politik.Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi 
individu.Pengalaman pribadi danorientasi politik sering diwariskan oleh 
orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan 
perkawinan, dan situasi krisis.49 
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Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan 
sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi 
psikologis pemilih pemula, Mengingat kecenderungan pemilih pemula 
menjatuhkankan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang 
berperan dominan. Sebagaimana yang yang di ungkapkan seorang 
informan Arwan Jaya ketika diwawancarai: “pemilukada Kabupaten 
Pinrang tahun 2013 wajib disukseskan, oleh karena itu wajib sebagai 
pemilih untuk ikut memilih. Apalagi ada calon yang “jagoan” saya yang ikut 
menjadi calon bupati”.50 
Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku 
yang psikologis pada pemilih pemula. Dimana pemilih pemula 
menjatuhkankan pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan. 
Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut 
penulis, adanya perilaku psikologis ini tidak kedekatan pemilih pemula 
terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin 
daerahnya. Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang 
mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. 
Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan 
pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun 
bermasyarakat. Beberapa indikator yang yang biasa dipakai oleh para 
pemilih untuk menilai seseorang kandidat, khususnya bagi bagi para 
pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, 
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kompetensi, dan integritas kandidat.51 Sebagaimana penilaian yang 
diutarakan oleh salah satu informan Nugraha, menyatakan: 
“saya lebih memilih kandidat yang sudah terbukti mampu 
memimpin dan selain itu, Saya lebih mengenal kandidat tersebut di 
bandingkan dengan kandidat lainnya karena karna memang dia 
memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik”52 
 
Pernyataan  di atas jelas menggambarkan adanya evaluasi 
terhadap kandidat. Dimana telah dibahas sebelumnya bahwa evaluasi 
terhadap kandidat ini karena sejarah atau masa lalu kandidat. Hal ini yang 
kemudian mempengaruhi penilaian pemilih terhadap kandidat. Berbeda 
dengan yang diutarakan infoman lain, Herliana, menyatakan bahwa: 
“beliau orang baik dan berpengaruh di daerah saya jadi keluarga kenal 
baik dengannya, karena sosoknya yang perhatian serta bermasyarakat”53 
 
 Pernyataan di atas menunjukkan adanya ikatan emosional dari 
pemilih terhadap kandidat. Menurut penulis penilaianHerliana  kandidat 
karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya 
sebagai produk dari sosialisasi yang ia terima. Perilaku tersebut di 
jelaskan oleh Mark N. Franklin, “sosialisasi politik yang diterima seseorang 
pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan 
sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada 
saat pertama kali mereka memilih”.54 Penganut pendekatan ini 
menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian 
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seseorang, merupakan variable yang cukup menentukan perilaku politik 
seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis, menurut Richard Rose 
dan Ian Mc. Allicer, menekankan pada tiga Aspek psikologi sebagai kajian 
utama, yaitu ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu 
dan orientasi terhadap kandidat.55 
Menurut penulis, Dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling 
berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih 
seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan 
agama.Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap 
faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau 
kandidat.Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, 
melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam 
prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor 
psikologis. 
 
3. Pendekatan Pilihan Rasional 
 
Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut 
sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan 
berkebang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya 
pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting 
yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key.56 menurut key, yang 







menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, 
partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi 
negaranya, atau justru sebaliknya. 
Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan 
rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian 
membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian 
mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima 
terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan Muh. 
Nur Syam, ketika diwawancarai menyatakan: 
“saya pilih incumbent. ada beberapa hal, yaitu karena kandidat 
tersebut memiliki banyak penghargaan, sudah terbukti memiliki 
kepemimpinan yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya 
membangun daerah”57 
 
Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh 
Irwan, ketika diwawancarai menyatakan: “katanya visi-misi yang 
ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam pertanian, 
dan daerah kita adalah daerah pertanian, saya sangat suka dengan 
programnya”58 
 
Pernyataan yang sama juga diutarakan informan lainya. Berikut 
petikan jawaban yang diutarakan oleh Dewi Purwati menyatakan: 
“menurut saya Andi Aslam Patonangi adalah pemimpin yang baik selama 
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menjabat sebagai bupati periode lalu banyak perubahan dari berbagai 
bidang, seperti ada perbaikan jalanan dsb”59 
Ketika petikan di atas yang diungkapkan oleh Muh. Nur Syam, 
Irwan, dan Dewi Purwati secara independen menjatuhkan pilihannya 
dengan alasan rasional. Disinilah kita dapat melihat adanya perilaku yang 
rasional pada pemilih pemula. Pendekatan rasional terutama berkaitan 
dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. 
Menurut key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana 
kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya 
sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.60 
Key melihat kecenderungan masing-masingpemilih menetapkan 
pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai 
yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhirsudah baik 
bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini 
juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang 
lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila 
dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih 
kembali. Apabila hasilpenilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan 
dipilih kembali. 
Pertanyaan lebih lanjut diberikan kepada informan mengenai 
apakah pada saat pemilihan mereka pernah memperoleh imbalan berupa 
uang atau barang-barang dari calon maupun tim sukses calon tersebut. 
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Pertanyaan ini terkait, konsep pilihan rasional yang menjelaskan bahwa 
pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 
kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” 
memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang 
diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama 
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.61 
Dalam kalangan pemilih pemula  tidak ada keuntungan secara objektif 
yang mereka dapatkan. Sebagaimana yang diutarakan Muh. Nur Syam, 
ketika diwawancarai menyatakan: 
“tidak ada sama sekali. Tidak ada politik uang saat pemilihan. Saya 
memilih pilihan saya bukan karena uang atau barang, saya tidak 
akan menjual suara. Saya memilih A2P Berdarma murni karena 
keduanya memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin”62 
Pernyataan lain yang diutarakan Dewi Purwati menyatakan: 
“saya memilih memang karena memang sudah waktunya untuk 
memilih tanpa adanya imbalan dari kandidat manapun juga 
kandidat yang menjadi pilihan saya. Saya memilih seorang 
kandidat karena melihat kandidatnya, selain itu satu keluarga saya 
memilih pasangan kandidat yang jga saya pilih pada pemilukada 
Kabupaten Pinrang tahun 2013 lalu”63 
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pemilih pemula 
tidak pernah menerima uang, barang, maupun berbagai bentuk jasa yang 
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ditawarkan oleh calon pada saat pemilihan, saat pemilihan juga tidak ada 
terjadi politik uang dan barang dimana para informan mengatakan bahwa 
mereka tidak pernah menerima apapun dari calon kandidat pada 
pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Pemilih pemula dalam 
memilih tidak tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan 
kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa 
diantara mereka mencoba memberikan alasan yang yang rasional  
dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan  oleh 
kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. 
Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai 
acuan dalam memilih.  
B. Kecenderungan Perilaku Pemilih Pemula Di Kecamatan 
Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tiga model 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan, ada satu model perilaku yang lebih cenderung ditunjukkan 
pemilih pemula yakni tingginya preferensi politik keluarga. Kecenderungan 
ini didasari karena hampir semua pemilih pemula yang diwawancarai 
mengalami hal tersebut. Sebagaimana petikan wawancara dengan Risma, 
menyatakan : ”sama. saya sekeluarga memilih satu kandidat. Bapak, 
mama, dan dua kakak saya sama-sama memilih kandidat tersebut”64 
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Pernyataan di atas menunjukkan adanya kesamaan pilihan di 
lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan uraian dalam pendekatan 
sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilu, yang secara logis terbagi 
atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan 
makrososiologis. Dasar model penjelasan  mikrososiologis berasal dari 
teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg simmel (1890) pada 
akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat dalam beberapa 
lingkaran sosial, contohnya keluaga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, 
lingkungan tempat tinggal dsb.65 
Hasil penelitian peneliti pemilu yang mengacu kepada Lazarsfeld 
adalah memberikan suara dalam pemilu pada dasarnya adalah suatu 
pengalaman kelompok. Perubahan perilaku pemilu seseorang cenderung 
mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosial individu tersebut. 
Pengaruh terbesar berasal dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat 
erat individu terkait. Menurut pandangan peneliti-peneliti dalam studi ini, 
sebelum pemilu diadakan masing-masing anggota diikat kepada 
predisposisi kelompoknya. Singkatnya, menurut Dieter Roth, “perilaku 
memilih seseorang dalam pemilu cenderung mengikiti arah predisposisi 
politik lingkungan sosial di mana ia berada”. Sementara, bagi Nimmo, 
pendekatan sosiologis menjelaskan “karakteristik dan pengelompokan 
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sosial merupakan factor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan 
pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok”.66 
Studi empiris lebih lanjut dari Barelson dkk (1954) membuktikan 
bahwa setiap orang berusaha untuk mempertahankan homogenitas 
lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Homogenitas lingkaran 
sosial jarang ditemukan dalam masyarakat modern karena masyarakat ini 
memiliki mobilitas ruang dan sosial yang kuat, hal mana pada akhirnya 
cenderung mengakibatkan putus/hilangnya hubungan-hubungan yang 
ada. Keterkaitan individu dengan beberapa medan kekuatan sosial (yang 
kadang saling bertentanga satu sama lain) disebut cross pressure. 67 
Teori yang menggunakan pendekatan ini, menurut Martin Harrop 
dan William Miller, adalah contagion theory atau teori penularan. Menurut 
teori ini, pilihan politik seseorang dan partisipanship (semangat 
berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada 
orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, 
perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama 
yang akhirnya menjadi pilihan bersama.68 
hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga 
pemilih. Menurut Pomper69 predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan 
keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku 
memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, 
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apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan 
berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi 
bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik 
demografis dsb.  
Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter70 
menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam 
memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan 
orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara 
orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada 
lembaga keluarga itulah seseorang pertama kalai mempunyai akses 
pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial 
mereka, termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan 
sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan 
keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-
anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan 
orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka 
terhadap isu-isu politik dsb.” Pendek kata, bagi Mark N.Franklin71, ikatan-
ikatan sosilogis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih 
berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang. 
Pada penelitian ini, menemukan bahwa yang mempengaruhi 
keputusan seorang pemilih, khususnya pemilih pemula yakni lingkungan 
tempat tinggal mereka yang tidak lain adalah lingkungan keluarga. Seperti 
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dalam Dasar model penjelasan  mikrososiologis berasal dari teori 
lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg simmel (1890)72 pada 
akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat dalam beberapa 
lingkaran sosial, contohnya keluaga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, 
lingkungan tempat tinggal dsb.Akibatnya, preferensi politik atau kesamaan 
pilihan dalam lingkungan keluarga lazim terjadi. Adapun faktor-faktor yang 
menyebabkan tingginya preferensi politik atau kesamaan tersebut 
terhadap pemilih pemula di Kecamatan Duampanua pada pemilukada 
Kabupaten Pinrang tahun 2013, adalah sebagai berikut: 
1. Informasi yang cukup terbatas, informasi berupa isu-isu tema, pada 
pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013 pertukaran informasi 
tidak terjadi secara umum, tidak terjadi secara umum dalam hal ini 
maksudnya sulitnya akses informasi di lingkungan masyarakat yakni 
Tidak ada media informasi yang tersedia. Pertukaran informasi terkait 
partai politik, isu-isu tema, dan kandidat hanya terjadi dari satu individu 
ke individu yang lain. Pertukaran informasi atau juga disebut dengan 
proses sosialisasi paling mudah terjadi di lingkungan keluarga. 
mengingat bahwa keluargalah adalah kelompok terkecil dalam suatu 
masyarakat dan setiap saat kita berkomunikasi dengan mereka. 
akibatnya informasi banyak dan mudah diserap. Sebagaimana yang 
diutarakan Informan Muh. Nur Syam menyatakan: “saya memperoleh 
informasi tentang pemilukada serta calon kandidat yang berkompetisi 
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saat itu hanya dari lingkungan keluarga khususnya orangtua saya, 
selain itu di tetangga saja.”73 
Berikut jawaban informan lain dengan pertanyaan yang sama, 
yaitu Ahmad menyatakan: “pada pemilukada lalu informasi yang saya 
dapatkan  dari orangtua saya dan di radio kadang-kadang kalau 
sedang keluar daerah”74 
Berdasarkan pada hasil wawancara di atas menunjukkan 
bahwa, informasi mengenai calon kandidat mereka dapat seadanya, 
terlebih daripada itu mereka tidak memiliki keinginan untuk mencari 
informasi yang lebih mengenai calon tersebut. Menurut penulis, para 
pemilih pemula memang menyerap informasi tapi mereka tidak 
mencari dan mengolah informasi dengan aktif mereka mendapat 
informasi sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-
hari. Terjadinya hal demikian karena Mereka tidak memperoleh 
informasi yang cukup. Mereka tidak mampu untuk memeriksa akurasi 
informasi yang yang cukup. Fenomena inilah yang dipostulatkan 
Popkin sebagai hukum Law information rationality (rasionalitas 
berdasarkan informasi terbatas) atau gut rationally (logika perut).75 
Informasi mengenai pemilukada sendiri banyak diperoleh dari 
orangtuanya dan radio yang memberitakan pelaksanaan pemilukada. 
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Namun, informasi dari orangtualah yang paling berpengaruh pada 
Pemilih pemula tersebut. Karena kegiatan sehari-hari banyak terjadi di 
lingkungan keluarga, menyebabkan akses komunikasi yg diterima  di 
lingkungan keluarga lebih mudah.  
Dapat dikatakan bahwa rasionalitas pada pemilih pemula tidak 
lepas dari informasi yang didapatkan di lingkungan keluarganya. 
Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan rasional diuraikan di atas 
berkaitan dengan adanya pengaruh sosiologis dikalangan pemilih 
pemula pada penelitian ini. Dimana pilihan pemilih pemula dipengaruhi 
oleh informasi yang diserap di lingkungan keluarganya dan 
menyebabkan preferensi pilihan pemilih pemula sama dengan 
orangtua mereka. 
2. Ketidak mampuan pemilih dalam menetapkan pilihan yang cocok. Hal 
ini disebabkan karena pemilih pemula di Kecamatan Duampanua 
tidak tersentuh atau mendapat pendidikan politik yang cukup sejak 
dini, khususnya dalam bagaimana menentukan kandidat yang tepat 
dan cocok dengan mereka. Akibatnya, mereka mudah diintimidasi, 
Partisipasi yang diintimidasi Menurut Huntington dan Nelson76 
mengenai partisipasi mobilisasi adalah partsipasi yang lebih 
mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau 
program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam 
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partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain 
rentang terjadi sekalipun itu berasal dari lingkungan keluarga. hal 
tesebut sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. 
Namun, Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang 
anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat 
didaerahnya. Menurut penulis, perilaku pemilih pemula di Kecamatan 
Duampanua ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan 
pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat 
rentang dan masih labil.  
3. Faktor sikap Apatis pemilih. Prefensi politik atau kesamaan pilihan di 
lingkungan keluarga juga disebabkan karena adanya sikap Apatis 
pemilih. Apatis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sikap 
Acuh tidak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Apatis adalah sikap 
yang menolak dengan tegas keterlibatan pemilih pemula terjun dalam 
politik praktis semisal menjadi tim sukses. Namun tidak secara ekstrim 
menolak untuk tidak berpartisipasi, khususnya pada pemilukada.  Bagi 
pemilih Apatis, keterlibatan atau partisipasi politik pemilih cukup 
diwujudkan dalam bentuk memilih kandidat yang ada untuk menjaga 
netralitas serta idealimenya. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara 
dengan Udin, menyatakan : 
“sebenarnya saya tidak tahu-menahu dan tidak ingin terlibat atau 
berpartisipasi dalam pemilukada namun karena orangtua 
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mengajak untuk memilih kandidat mereka maka saya ikut 
memilih”77 
Pernyataan di atas bahwa mereka sebenarnya tidak ingin terlibat 
atau berpartisipasi, jelas menunjukkan sikap Apatis pemilih pemula 
terhadap pentingnya memberikan suara dalam pemilihan sebagai 
warga Negara. Udin juga mengutarakan tidak tahu menahu dengan 
perkembangan isu politik yang tejadi selama pemilukada berlangsung. 
Namun, ia tetap berpartisipasi sebagai wujud netralitasnya dalam 
lingkungan keluarga.  
4. Kepatuhan anak terhadap orangtua. Kepatuhan anak terhadap 
orangtua lazim terjadi pada masyarakat pedesaan. Dimana daerah 
pedesaan merupakan daerah yang dalam lingkaran sosial memiliki 
normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu. Norma tersebut 
menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu 
dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri.  
Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan 
lingkungan sosialnya, sekalipun dalam lingkungan keluarga. Sama 
halnya dengan kepatuhan anak terhadap orangtua mereka. Pada 
faktor ini, seorang anak akan meyakini apapun keputusan dan pilihan 
dari orangtua mereka. Begitupun dalam hal menetapkan atau 
mejatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilihan. Pada 
pemilukada di Kabupaten Pinrang faktor ini juga melatar belakangi 
perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya terhadap 
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seorang kandidat. hal tersebut sejalan dengan Paul F. Lazarsfeld78 
menerangka cara fikir ini kepada pemilih. Setiap pemilih hidup dalam 
koteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, 
pekerjaannya, dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang 
mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial 
memiliki normanya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma 
tersebut menghasilkan integrasi. Namun, konteks ini turut mengontrol 
perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu 
menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup 
dengan tentram, tanpa bersitegang denga lingkungan sosialnya. 
Ke empat faktor yang diuraikan di atas adalah faktor yang melatar 
belakangi tingginya preferensi politik atau kesamaan pilihan pemilih 
pemula di Kecamatan Duampanua terhadap seorang kandidat pada 
Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Hal demikian karena pada 
umumnya dan hampir semua informan yang diwawancarai menjatuhkan 
pilihannya kepada seorang kandidat karena pengaruh orangtua. Jadi 
peran dari orang tua dalam hal ini sangat menentukan perilaku seorang 
anak, terkhusus dalam dunia politik. Bagi pemilih pemula dunia politik 
merupakan dunia yang syarat dengan kepentingan-kepentingan. Menurut 
penulis, adanya pengaruh dalam lingkungan keluarga mengancam 
kebebasan memilih pada anak sebagai pemilih pemula. Sehingga tidak 
mencerminkan partisipasi yang otonom, sebagaimana konsep otonomi 
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Huntington dan Nelson79. Bahwa Partisipasi otonom adalah jenis 
partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, 
keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan 
konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, 
menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada 
pemilihan umum, dan sebagainya. 
Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru 
pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula 
ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor dominan yang 
mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya untuk memilih 
kandidat yang akan dipilihnya, faktor tersebut juga merupakan 
karakteristik yang ditunjukkan oleh calon kandidat tersebut, yakni antara 
lain80 : 
a. Social Imagery atau Citra Sosial, citra social adalah citra kandidat  
atau partai dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam 
kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau 
kandidat politik. Dengan kata lain, kita pemilih pemula tentu saja akan 
memilih Kandidat yang memiliki stata social yang tinggi atau berasal 
dari golongan terpandang. 
b. Identifikasi Partai, Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi  
                                                          
79 Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (http://udin-note.blogspot.com/2013/09/ 
diakses pada mei 2014) 
80
 kriteria-calon-pemimpin-yang-baik-bagi-pemilih-pemula dalam modul KPU 
99 
 
kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau 
organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, 
seolah-olah semua pemilih relative mempunyai pilihan yang tetap. 
Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat 
yang sama. Dengan kata lain kandidat / partai mampu menjaga nama 
baik dan tetap eksistensi setiap pemilihan. 
c. Emotional Feeling (Perasaan Emosional), Emotional feeling adalah 
dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau 
kandidat yang ditunjukkan oleh policy politik yang ditawarkan. 
Merupakan sebuah keterikatan emosi kepada kandidat, karena 
memiliki karisma sehingga orang mudah percaya. 
d. Candidate Personality (Citra Kandidat), Candidat personality 
mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai 
karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan candidate 
personality adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, 
dan sebagainya. Kepribadian kendidat juga mempengaruhi 
eleksibilitas pemilihnya. 
e. Issues and Policies (Isu dan Kebijakan Politik), Komponen issues 
and policies mempresentasikan kebijakan atau program yang di 
janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Dapat 
dikatakan merupakan janji kandidat jika terpilih kelak. Hal ini menjadi 
senjata ampuh untuk menarik perhatian bagi pemilu pemula. 
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f. Current Events (Peristiwa Mutakhir), Current events mengacu pada 
himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang 
dan selama kampanye. Current events meliputi masalah domestik dan 
masalah luar negeri. Masalah domestik misalnya tingkat inflasi, 
prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, 
merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya 
perang antar Negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan 
sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak 
langsung kepada para pemilih. Seperti halnya tingkat kepedulian 
kandidat terhadap kondisi terkini, apakah dia hanya akan diam saja 
atau ikut turun serta di ke lapangan. 
g. Personal Events (Peristiwa Personal), Personal events mengacu 
pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara 
pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal 
bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan 
tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya. 
Seorang kandidat yang memiliki latar belakang kehidupan yang baik 
akan sangat diminati karena figure seorang pemimpin dapat di lihat 
dari kehidupan pribadinya itu sendiri. 
h. Pemimpin berjiwa leadership (pemimpin), Seorang pemimpin yang 
baik haruslah memiliki jiwa seorang pemimpin. Maksud dari jiwa 
pemimpin disini adalah jiwa yang memiliki ketegasan dan responsive 
yang baik. Jangan sampai seorang pemimpin hanya menunggu dalam 
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memecahkan permasalahan umat, akan lebih baik kalau seorang 
pemimpin memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu tindakan atau 
ikhtiar yang berguna bagi masyarakat luas. Karena Yang terpenting 
bagi seorang pemimpin bukan memaksa anggotanya menaati kepada 
perintahnya, tapi membuat paham apa yang terbaik yang harus 
dilakukannya dengan penuh kesadaran. Yang demikianlah merupakan 
pemikiran-pemikiran yang inisiatif dari seorang pemimpin. 
i. Pemimpin bijaksana, Seorang pemimpin haruslah bijaksana dalam 
hal membuat policy atau kebijakan yang akan diterapkan bagi 
masyarakat. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang dalam 
membuat suatu kebijakan dengan tujuan kepentingan dan kebaikan 
bersama. Pemimpin yang bijak, tak perlu kelihatan serba ahli 
menyelesaikan masalah, tapi justru memberi peluang anggotanya 
untuk kian terampil dan percaya diri dalam mengatasai masalah. 
j. Pemimpin berakhlak mulia, Seorang pemimpin yang baik haruslah 
memiliki akhlak yang mulia, akhlak terpuji. Pemimpin yang sukses 
adalah pemimpin yang memiliki pribadi yang unggul. Pribadi yang 
unggul adalah kejujuran, disiplin, dan moral yang baik. Kekuatan 
seorang pemimpin sejati adalah kemampuan mengendalikan diri. 
Bagaimana mungkin memimpin orang lain dengan baik, bila 
memimpin diri tak sanggup. Maka amat sangatlah penting bagi 
seorang pemimpin memiliki akhlak mulia. 
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k. Pemimpin yang bertanggung jawab, Tanggung jawab merupakan 
salah satu faktor terpenting dari figur seorang pemimpin. Karena sikap 
melempar tanggung jawab tidaklah bagi seorang pemimpin.karena 
Kebiasaan melemparkan kesalahan dan tanggungjawab kepada 
orang lain, selain akan menambah masalah, juga akan menjatuhkan 
kredibilitas, dan menghilangkan kepercayaan seorang pemimpin. 
Adapun karakteristik pemilih pemula yang juga menjadi 
keengganan penyelenggara pemilu dan partai politik untuk menggarap 
pemilih pemula tersebut yaitu81: Pertama, pemilih pemula akan cenderung 
dinamis dalam berpikir dan bertindak. Kedinamisan tersebut berujung 
pada kesulitan penyelenggara pemilu dan partai politik untuk menentukan 
tren yang sedang berkembang di komunitas pemilih pemula. Sehingga 
tidak heran partai politik yang dapat membaca dan menggarap pemilih 
pemula secara efektif akan mendulang dukungan pada sejumlah 
penyelenggaraan pemilu baik level nasional maupun lokal. Kedua,, 
pendekatan kampanye secara konvensional dan terpola secara terus 
menerus menyebabkan penyelenggara pemilu dan partai politik memiliki 
keengganan untuk menyesuaikan dengan karakter pemilih pemula yang 
khas dan cenderung keluar dari pola yang ada selama ini, sehingga upaya 
untuk dapat mendulang suara dari pemilih pemula tersebut dilakukan 
dengan pendekatan pada orang terdekat dari para pemilih pemula 
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tersebut seperti orang tua, pacar dan atau agen dari komunitas pemilih 
pemula tersebut. Ketiga, pemilih pemula cenderung ingin tau lebih banyak 
namun apolitis, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan 
metode yang berbeda dibandingkan dengan penganggaran pemilih biasa. 
Dengan sendirinya anggaran yang dibutuhkan pun menjadi lebih besar. 
sejauh ini pendekatan yang dilakukan oleh KPU maupun partai politik dan 
calon legislatif berkutat pada pendekatan konvensional dengan sokongan 
anggaran yang terbatas. Dan Keempat, Pemilih pemula juga merupakan 
pemilih yang ekslusif yang sulit terjangkau oleh program dan pendekatan 
dari penyelenggara pemilu maupun partai politik. Halini tercermin dari 
beragamnya komunitas dan kelompok yang di bentuk oleh pemilih 
pemula, sehingga KPU dan partai politik merasa bahwa anggaran yang 


















Adapun kesimpilan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih pemula yang 
menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan 
pilihan politiknya. Dimana adanya faktor kesamaan daerah masih 
mempengaruhi perilaku pemilih pemula terhadap seorang 
kandidat. Selain itu, juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan 
atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih pemula.  
2. Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih pemula 
menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat 
dengan penilaian dan sikap. Hai itu, disebabkan adanya 
keterkaitan atau saling berhubungan antara faktor sosiologis dan 
psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini dilatar 
belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana pemilih pemula dalam 
menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap 
kandidat dan kemudian menentukan sikap. 
3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula yang menunjukkan 
model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang 
memilih seorang kandidat dengan melihat program yang 
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ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang 
ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas 
kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan tidak sedikit diantara pemilih pemula 
yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka 
tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Dimana informasi 
yang didapatkan atau diterima pemilih pemula lebih dominan 
berasal dari argument atau pendapat orangtuanya yang kemudian 
membentuk perilaku rasional.  
4. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula kecamatan Duampanua 
pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013 menunjukkan 
perilaku pemilih yang sosiologis. Kecenderungan Perilaku pemilih 
pemula kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya 
kepada seorang kandidat pada pemilukada kabupaten Pinrang 
tahun 2013 yakni Mereka memilih kandidat dan menjatuhkankan 
pilihannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial 
mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap 
pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Kecendrungan 
ini didasari karena Dari semua informan yang berhasil 
diwawancarai hampir semua diantaranya memiliki preferensi 





B. Saran  
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 
adalah:  
a. Masih kurangnya peran partai politik dalam mensosialisasikan 
cerdas dalam memilih kepada pemilih pemula muda khususnya 
daerah-daerah terpencil. 
b. Perlunya diadakan pendidikan politik usia dini bagi remaja 
umumnya yang akan menginjak usia 17 tahun agar mereka tidak 
mudah diiming-imingi dan berani menentukan pilihannya sendiri 
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